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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sejak Indonesia mengalami krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 

1997, seakan-akan telah mendorong kehidupan bangsa ini menuju “titik nol 

kilometer”. Berbagai persoalan sosial, ekonomi dan politik yang selama ini 

terpendam, kemudian, telah muncul ke permukaan dan menuntut penyelesaian 

secepatnya. 

Pada perkembangan perekonomian di Indonesia khususnya ketenagakerjaan, 

batasan pengertian hukum ketenagakerjaan, yang dulu disebut hukum perburuhan 

atau arbeidrechts juga sama dengan pengertian hukum itu sendiri, yakni masih 

beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing ahli hukum.1 Tidak satu pun 

batasan pengertian itu dapat memuaskan karena masing-masing ahli hukum 

memiliki alasan tersendiri. Mereka melihat hukum ketenagakerjaan dari berbagai 

sudut pandang yang berbeda, akibatnya pengertian yang dibuatnya tentu berbeda 

antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya. 

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU 

No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap 

orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa 

baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.2 

Hukum ketenagakerjaan adalah sekumpulan peraturan yang mengatur 

hubungan hukum antara pekerja dengan majikan atau pengusaha dan pemerintah, 

termasuk di dalamnya adalah proses-proses dan keputusan-keputusan yang 

dikeluarkan untuk merealisasikan hubungan tersebut menjadi kenyataan. Dari 

rumusan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa hukum ketenagakerjaan itu 

adalah suatu himpunan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pekerja, 

majikan/pengusaha, organisasi pekerja, organisasi pengusaha, dan 
 
 

1 Dede Agus, Hukum Ketenagakerjaan, Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011, hlm. 1 
2 Subijanto, Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia , Jurnal Pendidikan Dan 
Kebudayaan ( vol 17 no 6, 2011), hlm 708 
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pemerintah.3 

Sebelum membahasa tentang kepastian hukum terhadap hak efisiensi bagi 

pekerja yang di putus hubungan kerjanya, perlu di bahas tentang hubungan kerja 

antara pekerja dan pengusaha.. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 15 Undang- 

Undang No.13 Tahun 2003 pengertian hubungan kerja yaitu ”Hubungan antara 

pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai 

unsur pekerjaan,upah dan perintah”. 

Adanya suatu hubungan kerja yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja 

antara buruh dan majikan, yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu, buruh, 

mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, 

majikan, yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar 

upah. “Pada pihak lainnya” mengandung arti bahwa pihak buruh dalam melakukan 

pekerjaan itu berada di bawah pimpinan pihak majikan.4 

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 membedakan pengertian antara 

pengusaha, pemberi kerja dan perusahaan. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.13 

Tahun 2003 pengertian pemberi kerja yaitu ”Orang perseorangan, pengusaha, badan 

hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk 

Pemutusan hubungan kerja meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di 

badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik 

persekutuan atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun 

usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lainnya yang mempunyai pengurus, dan 

mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

Pemutusan hubungan kerja memberikan pengaruh psychologis, ekonomis- 

finansiil bagi si pekerja beserta keluarganya dalam mempertahankan kelangsungan 

hidupnya. PHK harus diupayakan untuk dicegah. Apabila pekerja tidak 

mendapatkan hak nya yang sudah di phk oleh perusahaan, maka perusahaan tidak 

melanggar, sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat 3 dan Pasal 164 ayat 3 UU No 

13 Tahun 2003. 

Sebelum terbentuknya lembaga penyelesaian perselisian hubungan Industrial, 
 

3 Darwan Prints, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 16 
4 Iman Soepomo, Pengantar HukumPerburuhan, Jakarta: Djambatan, 2012, Hlm 2 
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berdasarkan ketentuan UU No. 2 Tahun 2004 lembaga yang dimaksud adalah 

Pengadilan hubungan industrial maka dapat dilakukan upaya administratif atau 

upaya perdata.5 

Upaya hukum melalui upaya administratif, penyelesaiannya dapat melalui: 

upaya bipartid yang dilakukan antara pekerja dan pengusaha sebagai pihak yang 

terikat dalam hubungan kerja. Apabila perundingan itu berhasil mencapai 

kesepakatan maka hasil persetujuan itu mempunyai kekuatan hukum. Tetapi apabila 

perundingan tidak mencapai kesepakatan maka dapat minta anjuran ke Dinas 

Tenaga Kerja setempat . 

Sejak adanya UU No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial (PPHI), yang disahkan pada tanggal 4 Januari 2003 (LN. Tahun 

2004, no. 6, TLN. No. 4356) upaya hukum bagi pekerja yang mengalami 

perselisihan hubungan industrial akan dilakukan secara bipartid, mediasi, konsiliasi, 

arbitarsi atau ke pengadilan hubungan industrial.6 

Bipartid, yaitu musyawarah antara pekerja dan pengusaha. Apabila tidak 

tercapai kesepakatan dengan cara bipartid maka pihak-pihak dapat memilih 

penyelesaian secara mediasi, konsiliasi, atau arbitrasi. Apabila pihak-pihak memilih 

mediasi atau konsiliasi dan tidak tercapai kesepakatan, maka dapat membawa 

perkaranya ke pengadilan hubungan industrial. Apabila pihak-pihak memilih 

arbitrasi maka kesepakatan dituangkan dalam akta perdamaian yang merupakan 

keputusan arbitrasi dan harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri. 

Adapun yang menjadi contoh atas pemutusan hubungan kerja pada Putusan 

Nomor 947/K//Pdt.Sus-PHI/2019 yang dimana pada Putusan Tersebut Majelis 

Hakim memberikan suatu putusan Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon 

Kasasi Bambang Trianto dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan 

Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 2/Pdt.Sus- PHI/2019/PN 

Smr., tanggal 28 Mei 2019. 

Namun ada yang menjadi permasalahan pada putusan Nomor 1086 K/Pdt.Sus-

PHI/2019, yang dimana pada perkara perselisihan hak atas pemutusan 
 
 

5 Undang-Undang, No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
6 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial. (LN 
Tahun 2004 No. 6, TLN No. 4356) 
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hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Sinar Hoki Sejahtera kepada Ramlan, 

majelis hakim memberikan suatu putusan atas dasar perimbangan-pertimbangan 

yang ada, yang meyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT 

SINAR HOKI SEJAHTERA tersebut 

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka disini penulis akan melakukan 

penelitian pada perkara Putusan Nomor 815/K/Pdt.Sus/PHI/2016 Para Penggugat 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Indudtrial pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat terhadap Tergugat sehubungan dengan Perselisihan Hubungan 

Industrial atas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat secara sepihak 

kepada Para Penggugat yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Adanya upah terakhir yang diterima oleh Para Penggugat pada bulan Maret 

2015 adalah: Penggugat 1, Pangestu sebesar Rp2.380.000 (dua juta tiga ratus 

delapan puluh ribu rupiah); Penggugat 2, Samsudin sebesar Rp1.948.000 (satu  juta 

sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah); Penggugat 3, Agus Yulianto 

sebesar Rp2.062.000 (dua juta enam puluh dua ribu rupiah); Penggugat 4, Suparman 

sebesar Rp2.098.000 (dua juta sembilan puluh ribu rupiah ) Penggugat 5, Deni 

Alisandi sebesar Rp1.966.000 (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu 

rupiah). 

Dalil-dalil Para Penggugat mendapatkan upah di bawah Peraturan Gubernur 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2015 tentang Upah Minimum 

Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2015 sektor Perhotelan yaitu sebesar Rp2.835.000 

(dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah); namun para Penggugat selama 

bekerja pada Tergugat, Para Penggugat telah bekerja dengan baik, dengan dedikasi 

yang sangat tinggi (Bukti P – 3), selama bekerja pada Tergugat, Para Penggugat 

juga memiliki reputasi yang baik, dan tidak pernah mendapat surat peringatan 

tertulis dan ataupun teguran lisan dari Tergugat. 

Ketenangan dari para Penggugat dalam bekerja menjadi sirna dan hancur 

seketika, ketika tiba-tiba saja Tergugat menyampaikan Surat Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) yang ditandatangani oleh M. Y. Amin Suyitno, S.H. selaku Direktur 

Executive melalui Human Resource Manager Hotel Royal Regal Jakarta yaitu 

saudara Dodi Yogantara yang memanggil Para Penggugat pada 
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tanggal 31 Maret 2015 yang menyampaikan kepada Para Penggugat, bahwa Para 

Penggugat berakhir masa kerjanya pada tanggal 31 Maret 2015 dengan alasan 

“keadaan sekarang terpaksa Hotel Royal Regal melakukan pengurangan karyawan” 

(Bukti P – 7). Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat 

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh Pasal 28 butir (a), dan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak 

yang dilakukan oleh Tergugat juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 Pasal 153 ayat 1 butir (g). 

Pada pertimbangan-pertimbangan yang ada, maka majelis hakim memberikan 

suatu putusan yang meyatakan Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon 

Kasasi PT Wira Wisata Indah–Hotel Royal Regal Jakarta dan Membatalkan 

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

Nomor 303/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST. 

Masalah hukum yang terdapat pada uraian di atas, adalah Pengadilan 

Mahkamah Agung yang seharusnya menolak permohonan kasasi dari pemohon 

kasasi PT. Wira Wisata Indah- Hotel Royal Regal Jakarta sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang Nommor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan 

uraian di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang akan 

dituangkan pada karya tulis yang berjudul “Pemutusan Hubungan Kerja Yang 

Didasarkan Atas Alasan Efisiensi Berdasarkan Pasal 164 Ayat 2 Undang- 

Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Studi Kasus Putusan Nomor 815/K/Pdt.Sus 

/PHI/2016)”. 
 
 

1.2. Identifikasi Masalah 

Pada pokok perkara putusan Nomor Nomor 815/K/Pdt.Sus/PHI/2016 

Pengadilan Mahkamah Agung Mengabulakan Permohonan Kasasi dari Pemohon 

Kasasi PT. Wira Wisata Indah- Hotel Royal Legal Jakarta, pemutusan hubungan 

kerja oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah karena alasan efisiensi, oleh 

karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 

Tahun 2003, adalah adil Pemutusan Hubungan Kerja disertai dengan kompensasi 

pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 

sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sebagaimana 
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Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 serta upah proses 6 

(enam) bulan upah, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Mahkamah Agung. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan 

diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Hak Pekerja Atas Pemutusan 

Hubungan Kerja Oleh Perusahaan? 

2. Apakah dasar pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 815/K/Pdt.Sus/ 

PHI/2016 telah sesuai dengan ketentuan peraturan Pasal 164 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas penulis dapat 

disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan 

pokok penelitian, yaitu: 

a. Untuk mengetahui Bagaimanakah Perlindungan Hukum Hak Pekerja Atas 

Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan. 

b. Untuk mengetahui kepastian Hukum dalam dasar pertimbangan Hakim 

pada Putusan Nomor 815/K/Pdt.Sus/PHI/2016 telah sesuai dengan 

ketentuan peraturan peraturan Pasal 164 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

1.4.2. Manfaat Penelitian 
Manfaat peneliti ada 2 (dua), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

a.Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini adalah, untuk pengembang ilmu hukum pada 

umumnya serta Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, 

serta kewenangan Pengadilan Tingkat Kasasi terkait permohonan Hak Efisiensi 

dalam Pemutusan Hubungan Kerja . 

b.Manfaat Praktisi 

Manfaat praktisi ini adalah sebagai masuk ilmiah kepada penegak hukum 

dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara hukum Ketenagakerjaan. 

penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau 
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bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Perdata, Selain itu, penelitian ini 

juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan buat mahasiswa Universitas 

Bhayangkara Jakarta Raya. 

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran 
1.5.1. Kerangka Teoritis 
1.5.1.1. Perlindungan Hukum 

Menurut pendapat Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya 

untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa 

yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan 

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya 

sebagai manusia.7 

1.5.1.2. Teori Keadilan 

Menurut pendapat Hans Kelsen dalam bukunya Satjipto Rahardjo, keadilan 

adalah suatu tertib social tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari 

kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah 

keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi–keadilan 

toleransi.8 

1.5.2. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan kerangka teori dan latar belakang diatas, penulis merumuskan 

kerangka konseptual pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja 

pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 

b. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat.10 

c. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain. 

d. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau 

badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar 

upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

e. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana 

ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam 

penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan 
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ketenagakerjaan yang berkesinambungan.11 

f. Pemutusan hubungan kerja adalah Menurut Abdul Khakin dalam bukunya menyatakan 

bahwa prosedur pemutusan hubungan kerja adalah sebagai berikut : 

a, Sebelumnya semua pihak,yaitu pengusaha , pekerja, serikat pekerja harus melakukan   

upaya untuk meenghindari terjadinya PHK; 

b. Bila tidak dapat dihindari, pengusaha dan serikat pekerja atau pekerja mengadakan 

perundingan bersama; 

   c, Jika perundingan berhasil, dibuat persetujuan bersama 

   d. Bila tidak berhasil, pengusaha mengajukan permohonan penetapan disertai dasar dan     

alasan-alasanya kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial; 

e.Selama belum ada penetapan/putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan      

industrial, kedua pihak tetap melaksanakan segala kewajiban masing-masing, dimana 

pekerja/buruh tetap menjalankan pekerjaanya dan pengusaha membayar upah.1 

 

g. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha 

atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban 

para pihak. 

h. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk 

uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 
 

9 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2003, hlm 115 
10 Guss Heeerma Van Voss dan Surya Tjandra, Hukum Perburuhan Indonesia, Jakarta: 
Pustaka Larasan, 2013, hlm. 2. 
11 Suroto, Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja, Yogyakarta: 
Universitas Gadjah Mada, 2002, hlm 5. 

 
1 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 
Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2003, hlm 115 
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pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, 

atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya 

atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2004 Tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial 

1.5.3. Kerangka Pemikiran 
 
 

 

 
 

 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan 

Pasal 164 Ayat 3 “Pengusaha dapat melakukan 

pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh 

karena perusahaan tutup bukan karena mengalami 

kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan 

karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi 

perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan 

pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 

(dua) kali ketentuan Pasal 156ayat (2), uang 

penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali 

ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian 

hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) 

1. Bagaimana Tata Cara Pengajuan Hak Pekerja Atas Pemutusan 

Hubungan Kerja Oleh Perusahaan? 

2. Apakah dasar pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 

815/K/Pdt.Sus/PHI/2016 telah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan? 

UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 

1945 PASAL 28 D AYAT (2) 
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1.6. Sistematika Penulis 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi 

dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori 

Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan teori-teori hukum yang dipergunakan untuk menganalisa objek 

penelitian diantaranya, mengenai penerapan hukum pada pekerja yang 

terkena PHK yang tidak mendapatkan pesangon dan Hak efisiensi yang 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 

BAB III METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini berisi uraian dari penelitian yang akan dibahas, yaitu       metode 

pendekatan yuridis normatif, jenis penelitian kualitatif, teknik pengumpulan 

data, teknik analisis data, bahan hukum 

 
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN 

Bab IV ini dibahas perumusan masalah yang penulis ajukan pada Bab 1 

yaitu: Bagaimanakah Perlindungan Hukum Hak Pekerja Atas Pemutusan 

Hubungan Kerja Oleh Perusahaan dan Apakah dasar pertimbangan

 Hakim pada Putusan Nomor 

815/K/Pdt.Sus/PHI/2016 telah sesuai dengan ketentuan peraturan 

peraturan Pasal 164 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan 

BAB V PENUTUP 

Pada Bab V menguraikan mengenai Kesimpulan serta Saran. 

DAFTAR PUSTAKA 
RIWAYAT HIDUP 
LAMPIRAN 
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